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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Wabah Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak 

terhadap perekonomian seluruh negara di dunia termasuk Indoensia. Pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan meninggalnya jutaan manusia. Salah satu dampak 

yang paling terlihat adalah hancurnya dunia usaha dengan tutupnya gerai-gerai 

usaha nasional seperti Matahari, Giant dan sebagaianya. Dampak yang terlihat 

dari pemerintahan adalah meninggalnya pegawai, tutupnya kantor yang 

menerapkan Work From Home. Hal ini menyebabkan cukup banyak pekerjaan 

yang terlambat dikarenakan kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara 

terhadap penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas.  

Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 

melakukan langkah-langkah kongkrit terutama dalam rancangan dan 

pelaksanaan anggaran terutama penanganan covid-19. Salah satu langkah 

kongkritnya yaitu menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 

No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman 

yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem 

keuangan menjadi Undang-Undang.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka 
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Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan 

terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan yaitu analisis gambaran umum 

pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah 

tahun lalu.  

Penganggaran ini disebut juga sebagai anggaran berbasis kinerja. 

Kebijakan ini perlu didukung oleh sistem yang dapat menyediakan data 

informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis 

kinerja yang disusun, didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang 

telah ditetapkan. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja, OPD harus 

memiliki perencanaan strategis (RENSTRA). 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan 

Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber 

daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh 

masing-masing instansi. Renstra disusun secara objektif dan melibatkan 

seluruh komponen yang ada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah(OPD). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah yang meliputi Informasi Pembangunan Daerah, 

Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi wadah tunggal dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. SIPD menjadi sistem 

monitoring dan evaluasi berjenjang dari Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah. Hal ini diharapkan agar pembangunan yang telah 

direncanakan dalam Rencana Pembangunan Pusat seiring dengan Rencana 

Pembangunan Daerah sehingga akan terwujud Keadilan Sosial sesuai dengan 

harapan Pancasila.  

 Sistem monitoring dan evaluasi yang diberlakukan oleh SIPD akan 

menciptakan keselarasan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahunan dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan 



 3 

Perangkat Daerah (RENJA) sehingga target yang dibebankan dalam RPJMD dan 

sudah dianggarkan dalam APBD akan tercapai. Perangkat Daerah tetap perlu 

melakukan evaluasi Target Kinerja Tahunanya sehingga Indeks Reformasi 

Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tetap memiliki Predikat Baik.  

 

1.2. Landasan Hukum 

1). Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU No. 47  Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 1964 Nomor 7) 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 94 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 

2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

3). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

4). Undang-undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244); 

6). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6485); 

7). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 82); 

8). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6056); 

9). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6322); 

10). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

12). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan 

Daerah.  

13). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2009 Nomor 7); 
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14). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 

Nomor 51); 

15). Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi (lembaran daerah provinsi sulawesi 

tengah tahun 2016 nomor 88, tambahan lembaran daerah provinsi 

sulawesi tengah nomor 74); 

16). Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah; 

17). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126). 

18). Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

19). Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah 

(RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021; 

20). Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah; 

21). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 

22). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

23). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah  

Nomor 5, Tahun 2008); 
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1.3.Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana kerja  Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 

ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1). Pedoman dan landasan bagi komponen-komponen (unit-unit) dalam  

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun 

program/kegiatan tahunan. 

2). Untuk  menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan.  

3). Sebagai acuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja setiap OPD. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan renja tahunan ini meliputi: Bab 1 Pendahuluan 

terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta 

sistematika. 

Bab 2 Evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu meliputi ; evaluasi 

pelaksanaan renja OPD tahun 2021 dan capaian Renstra, Analisis kinerja 

pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi , reviu terhadap 

rencangan awal rencana kerja pemerintah daerah dan penelaahan usulan 

program. 

Bab 3 tujuan, sasaran, program dan kegiatan meliputi telaahan terhadap 

kebijan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD dan program dan kegiatan; 

terakhir  Bab 4 penutup. 
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BAB  II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2023. 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra 

Perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan dari Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemutakhiran Kode Rekening Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, 

Pembangunan, dan Keuangan Daerah mengubah beberapa pokok Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang awalnya memiliki 7 Program dan 19 Kegiatan bergeser 

menjadi 2 Program, 18 Kegiatan dan 114 Sub Kegiatan yang disusun sesuai 

indikator dan pencapaian yang ditargetkan. Evaluasi terhadap Rencana Kerja n-

1 dan n-2 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, 2021 dan 2022 terdapat 

inkonsistensi Penentuan Indikator Keluaran output Perogram, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan. Hal ini disebabkan oleh pemutakhiran, Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Kode Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. 

Besaran Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 

yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023 adalah 

Rp. 161.786.424.627,-  yang dibagi kedalam 2 Program yaitu Rp. 

102.682.424.387,- Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Rp. 

59.103.932.240,- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.  

Anggaran tersebut diberikan untuk memfasilitasi 18 Kegiatan dan 76 Sub 

Kegiatan yang telah direncakan.  

Perjanjian Kerja (PK) dibuat untuk mewujudkan Indikator Kinerja yang 

diberikan untuk menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah yang diemban oleh 

Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD terdapat 5 Indikator 

yang diemban yaitu Presentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu, 

Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Layanan, Presentase Peraturan 

Daerah yang ditetapkan dan Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif. 

 

2.2.Analisis Kinerja pelayanan 

Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiulitas 

Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan  pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka 

pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.  
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Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Pengukuran dimaksud 

merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik dan didasarkan pada kelompok 

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, 

hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului 

dengan tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut : 

a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka 

menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, 

waktu, teknologi, dan sebagainya; 

b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik 

dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu 

kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan; 

c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran 

seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat; 

d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang 

dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas 

yang dapat diakses oleh publik; 

e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, 

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian 

indikator dalam suatu kegiatan. 

Pengukuran kinerja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 

mencakup:   

(1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana 

tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja 

kegiatan; 

(2) Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian 

target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran 
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yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran didasarkan pada 

hasil pengukuran kinerja kegiatan. 

Untuk melihat Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor 

penentu keberhasilannya dimasa datang maupun faktor-faktor penghambat. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan 

faktor-faktor lainnya mempengaruhi dalam memecahkan permasalahan 

pelayanan OPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial 

tentang layanan dasar OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 

melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau 

belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.  

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal 

maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. 

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan 

capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima 

tahun terakhir sebagai berikut: 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026; Misi 

terkait dengan tugas OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan tugas 

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Misi 2 RPJMD tahun 2021-2026. Secara 

jelas terkait Tugas dan Fungsi OPD Sekretariat Daerah adalah Perumusan 

tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh 

Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun depan khususnya Misi 2, yaitu; 

Misi II :  Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan 

Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM 

Dengan sasaran sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran OPD; 

b. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi DPRD; 

c. Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi 

penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD. 
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d. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah. 

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dibutuhkan peran serta 

Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis yang di dukung dengan pemahaman 

terhadap faktor internal dan eksternal dalam pengambilan kebijakan. Salah satu 

cara dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

organisasi adalah dengan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman organisasi.  Analisis SWOT menjadi salah satu instrumen dalam 

menentukan faktor-faktor tersebut. Analisis SWOT Perangkat Daerah 

menunjukkan beberapa hal antara lain: 

 

A. Faktor Internal 

1. Kekuatan (S): 

a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai; 

b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan 

DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat 

DPRD; 

a. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan 

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah; 

b. Pemanfaatan tenaga ahli untuk menunjang pelaksanaan tugas 

Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan DPRD. 

2. Kelemahan (W): 

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum 

optimal; 

b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang 

tersedia; 

d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi 

secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan 

tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD. 
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B.  Faktor Eksternal 

1. Peluang (O): 

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD 

b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran 

aspirasi secara demokratis 

c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi sebagai lembaga perwakilan 

d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya 

2. Ancaman/Tantangan (T): 

a. Seringnya terjadi  perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan 

pelaksanaan tugas instansi pemerintah 

b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam 

penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD 

c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai 

organisasi yang inferior 

d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka 

perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat 

DPRD. 

 

Mengacu pada alternatif strategi sebagaimana yang tercantum pada ke-

empat kuadran di atas, maka dapat dirangkum rumusan isu-isu strategi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD 

untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui 

pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka 

mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di 

bidangnya; 

2. Melakukan revitalisasi dan pengembangan kelembagaan sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menuju Anggota DPRD 55 Orang dan 

Penyesuaian Tugas dan Fungsi sesuai nomenklatur baru; 
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3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta 

pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan; 

4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk 

mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka 

perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan awal Rencana Kerja 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 

memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan tenaga ahli 

yang diperlukan oleh DPRD serta sarana dan prasarana penunjang pelasanaan 

tugas Pimpinan dan Anggota DPRD. Evaluasi Rancangan Awal RKPD dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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2.5. Penelaahan Usulan Program 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi 

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna 

mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata (riil) 

dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai 

dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Berikut 

Tabel Telaahan usulan Program Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 

sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026: 

Tabel 2.4 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 
 

      
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah   

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran / 
Volume 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Penelaahan kebijakan nasional dapat dilihat dari RPJMD Provinsi 

Sulawesi Tengah tahun 2021 s/d 2026 Dalam pencapaian sasaran OPD 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ada 

beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target 

pelayanan adalah  masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur  yang 

memahami tugas-tugas pelayanan kepada pimpinan dan anggota dewan dan 

dalam pelaksanaan tugas 

Adapun yang dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan pencapaian 

pelayanan adalah adanya program-program dan kegiatan serta dukungan dari 

pimpinan serta loyalitas staf yang mendukung pelaksanaan menajemen dan 

peningkatan pemahaman dan kualitas. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan 

menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa 

mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana stratejik , tujuan 

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam 

rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh 

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah “Mewujudkan Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi DPRD yang Kolaboratif.” Sasaran yang ingin dicapai adalah 

“Terfasilitasinya Tugas dan Fungsi DPRD. 

. 

3.3 Program dan Kegiatan 

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategi jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 

maka ditetapkanlah rencana kerja tahunan. Pada tahun anggaran 2023 telah 
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ditetapkan rencana kerja sebagai acuan pengajuan anggaran kepada pemerintah 

daerah sesuai analisa kebutuhan perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 tahun 2019 melakukan revisi terhadap Nomenklatur Program 

dan Kegiatan.  

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami revisi dari 8 

Program dan 18 Kegiatan menjadi 2 Program, 18 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan kegiatan dan 

penganggaran diharapkan lebih akuntabel dan secara nyata dapat menunjang 

pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Rencana Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Berdasarkan Renstra lima tahun kedepan maka rencana kerja tahunan 

Sekretariat DPRD pada tahun 2023 adalah meliputi 2 Program,  18 kegiatan dan 

76 Sub Kegiatan dengan Rincian Pendanaan yaitu Rp. Rp. 102.682.492.387,- 

untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator yang 

ditetapkan adalah Indeks Reformasi Birokrasi 68.5. dan Rp. 59.103.932.240,- 

dengan Indikator yang ditetapkan Presentase Peraturan Daerah Yang Ditetapkan 

80% dan Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif 30 Keputusan Uraian Rencana 

Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan mengacu kepada 

Petunjuk operasional yang disusun oleh Sekretariat DPRD dengan 

memperhatikan Rencana Kerja DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD 

tentang Agenda DPRD setiap Masa Persidangan.  

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 

diharapkan dapat mendorong tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

serta Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diemban dalam Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Sekretariat DPRD Periode 2021-2026.  

Demikian Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini dibuat untuk 

menjadi acuan dalam pelaksanaan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup 

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

 Palu,        Mei 2023 
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